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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas 

pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan karena peneliti 

melihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tabanan relatif rendah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 100 responden dari 102.607 populasi wajib pajak orang pribadi yang masih 

efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan pada tahun 2015 dihitung berdasarkan 

rumus slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode accidental sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan teknik kuesioner. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

pada penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan 

fiskus dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan seorang 

wajib pajak, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak 

dan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. 

Kata kunci: Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib 

pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak 

 

ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of understanding tax laws, the quality of tax service, and 

the awareness of taxpayers on the level of taxpayer compliance of individuals. This research was 

conducted in the Tax Office Pratama Tabanan because the researcher saw that taxpayer 

personal compliance level in Tax Office Pratama Tabanan is relatively low. The population in 

this study are all individual taxpayers in the Tax Office Pratama Tabanan. The number of 

samples used in this study as many as 100 respondents from 102.607 population of the taxpayer 

personal that is still effective in the Tax Office Pratama Tabanan in 2015 calculated based on 

slovin formula with the method of determining the sample is accidental sampling method. Data 

collection was done by using questionnaire technique. Data analysis technique used is multiple 

linear regression analysis. Based on the results of the hypothesis in this reseach testing shows 

that the understanding of tax regulations, the quality of tax service and taxpayer awareness have 

a positive effect on taxpayer compliance level. This means that the higher level of understanding 

of tax regulations of a taxpayer, the better the quality of service provided by tax authorities to 
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taxpayer and the higher the level of awareness of the taxpayer in fulfilling his obligation then 

will increase the compliance of the individual taxpayer in the Tax Office Pratama Tabanan.  

Keywords: Understanding of tax regulation, quality of fiscal service, taxpayer awareness, 

taxpayer compliance level 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembelanjaan 

negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Dana tersebut dikumpulkan dari 

segenap potensi sumber yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan 

alam maupun iuran dari masyarakat (Hermawan, 2014). Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasno, 2011:1). Judisseno 

(2004:2) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk iuran masyarakat. 

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, peran pajak sangat besar dan semakin 

diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.  

Pajak merupakan pendapatan negara yang berasal dari masyarakat dan  pajak 

juga dapat dikatakan sebagai pendapatan negara yang sangat potensial, karena 

manfaat pajak bagi pembangunan negara mempunyai pengaruh yang sangat besar, 

oleh sebab itu pajak memiliki peran yang sangat penting dan ditunjukkan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun akan mengalami 

perubahan sedemikian rupa tergantung dari tinggi maupun rendahnya kepatuhan 

wajib pajak, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk taat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu 

dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi 

self assessment system. Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment 

menjadi Self Assessment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang 

(Ilyas & Burton, 2011:31). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela 

merupakan tulang punggung dari Self Assessment System (Supadmi, 2010). Hal ini 

menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting 

dalam hal untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Peraturan pajak yang kompleks dan memungkinkan multitafsir memaksa 

wajib pajak untuk mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu yang lebih banyak 

dalam memastikan kebenaran materiil dari jumlah pajak terutang yang dihitung oleh 

wajib pajak. Selain itu, semakin besar tuntutan akan keakuratan perhitungan, semakin 

lengkap atau detail pula administrasi yang harus dijalankan. Hal ini berpotensi 

memaksa wajib pajak mengeluarkan biaya untuk menggunakan ahli eksternal dalam 

menghitung pajak, sehingga biaya untuk patuh pun semakin bertambah (Kaplow, 

1996). Peraturan yang kompleks berpotensi membuat wajib pajak mendapat kesulitan 

untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga membuat mereka mengorbankan 

waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk urusan pajak. Sedangkan peraturan yang 

sederhana mungkin tidak memenuhi tujuan dari pengenaan pajak sebagaimana yang 

diharapkan oleh Pemerintah (Slemrod, 1991). 
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Pembayaran pajak perorangan setiap tahunnya dilakukan di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama di masing-masing daerah wajib pajak terdaftar. Pemerintah 

setiap tahunnya memasang target dalam penerimaan pajak yang digunakan untuk 

pembangunan daerah. Menurut Hermawan (2014), salah satu penerimaan pajak yang 

sangat potensial yang dipungut pemerintah secara langsung adalah Pajak Penghasilan 

(PPh) yaitu beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang 

bersangkutan dalam arti tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Secara umum 

semua orang memiliki potensi sebagai penerima penghasilan, entah masih anak-anak, 

bahkan bayi dan balita, remaja, dewasa dan orang-orang yang sudah tua, termasuk 

yang lanjut usia sekalipun (Judisseno, 2005:85). Dari struktur penerimaan sektor 

pajak dapat dilihat bahwa jenis pajak penghasilan merupakan pajak yang diharapkan 

sebagai sumber pemasukan yang paling besar dibandingkan jenis pajak yang lain, hal 

ini disebabkan karena potensi objek pajak yang bisa dikenakan PPh lebih besar 

dibandingkan objek pajak untuk jenis pajak yang lainnya (Hermawan, 2014). Tabel 1 

menyajikan target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak penghasilan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Tabanan pada periode Tahun 2010 sampai dengan 

Tahun 2015. 
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Tabel 1.  

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Tabanan Tahun 2010-2015 

Tahun 
Target 

(dalam Ribuan Rupiah) 

Realisasi 

(dalam Ribuan Rupiah) 

Kepatuhan 

(%) 

2010 155.810.654 133.014.315 85,36 

2011 184.804.768 169.154.568 91,53 

2012 178.593.675 232.923.522       130,42 

2013 302.027.948 260.665.848 86,30 

2014 316.572.004 273.122.181 86,27 

2015 410.762.364 310.179.154 75,51 

  Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, 2016 

Berdasarkan data target dan realisasi yang ditunjukan pada Tabel 1 bahwa, 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan berdasarkan 

target dan realisasi pada tahun 2010 dan 2011 relatif tinggi, bahkan pada tahun 2012 

realisasi penerimaan pajak penghasilan mencapai angka diatas 100 persen dari target 

yang telah ditetapkan, akan tetapi jenjang waktu pada tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan dari 

tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa, masih ada wajib pajak orang 

pribadi yang kurang atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Studi yang dilakukan di Swiss melaporkan bahwa kepatuhan pajak yang lebih 

tinggi secara aktif dapat menentukan anggaran belanja negara (Djawadi dan Rene, 

2013). Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para 

pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal 

tersebut didukung oleh Simanjuntak (2009) yang di dalam penilitiannya menjelaskan 

bahwa, kepatuhan pajak (tax compliance) sebagai indikator peran masyarakat dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Menurut James et al. (2004), 

pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai 
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kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuati aturan yang berlaku tanpa 

perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, 

dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan pajak yang 

tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena 

menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). 

Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Mencapai tingkat kepatuhan 

pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi 

perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun berkembang (Razak 

dan Christoper, 2013). Dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak menjadi 

sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara yang dapat mempengaruhi 

kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya dorongan maupun motivasi dari fiskus 

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan merupakan instansi yang 

menangani pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi maupun 

badan di Kabupaten Tabanan. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak 

orang pribadi sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, 

sehingga peningkatan tersebut dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan 

penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Tabanan. Tabel 2 menyajikan 

daftar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan periode 

Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. 
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Tabel 2. 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tabanan 

Tahun 2010-2015 

Tahun 
WPOP 

Terdaftar 
WPOP Efektif 

WPOP yang 

menyampaikan SPT 

Kepatuhan 

(%) 

2010 63.599 44.130 14.173 32,11 

2011 72.020 51.174 18.922 36,97 

2012 79.144 58.284 35.164 60,33 

2013 86.012 65.140 40.698 62,47 

2014 93.740 72.858 44.139 60,58 

2015       102.607 81.229 38.524 47,42 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, 2016. 

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Tabanan berdasarkan tabel 2 pada tahun 2010 sampai dengan 2013 

mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan dan 

kembali tejadi pada tahun 2015. Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib 

pajak di KPP Pratama Tabanan masih relatif rendah, hal ini terjadi karena adanya 

penurunan selama dua tahun terakhir, dan dapat dilihat rata-rata tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sejumlah 49,9 persen 

atau setengah dari 100 persen jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Tabanan dan dapat dikatakan bahwa, masih ada wajib pajak orang pribadi yang tidak 

patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak 

masih menemui banyak kendala, salah satunya ialah kepatuhan wajib pajak. Dalam 

penelitiannya Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah pemahaman peraturan 

perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib 

pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). 
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Hal ini diperkuat oleh Siregar dkk., (2012) menyatakan bahwa pemahaman wajib 

pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib 

pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar 

tentang perpajakan (Noormala, 2008). Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka perlu adanya 

peningkatan pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan 

wajib pajak diharapkan dapat menyadari bahwa peran pajak sangat penting dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk pencapaian tujuan 

pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. 

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib paak adalah kualitas 

pelayanan fiskus. Menurut Supadmi (2009), untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus 

ditingkatkan oleh aparat pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dalam 

penelitian Palda dan Hanousek (2002), menyatakan bahwa sebagian besar hal tersebut 

dipengaruh oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kualitas 

pelayanan juga dinilai sebagai pembandingan antara harapan yang diinginkan oleh  

pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan 

layanan (Cronin, 1992). Machogu dan Amayi (2013) melakukan penelitian pada 

pelaku UMKM dan mendapatkan hasil bahwa adanya pendidikan atau penyuluhan 

kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tahu benar melaksanakan kewajibannya, 

maka hal tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara sukarela 
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semakin baik. Dapat disimpulkan bahwa, peran fiskus dalam memberikan kualitas 

pelayanan yang baik sangat diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak penghasilan orang 

pribadi. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya, 

salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi 

perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya 

sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74). Kesadaran wajib 

pajak sangat diharapkan dalam memenuhi kewajibannya menghitung, membayar dan 

melapor pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan 

meningkatkan pendapatan negara khususnya pada pendapatan pajak penghasilan 

orang pribadi. 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai inspirasi dan 

mendukung penelitian dari penulis. Nirawan (2013) meneliti tentang pengaruh 

pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko 

sebagai variabel moderating. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa, 

pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2014) 

menyatakan bahwa, tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak dan kualitas 

pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib 
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pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang 

peraturan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) meneliti tentang 

pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada 

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Denpasar Timur dengan hasil kesimpulan dari penelitian yaitu kesadaran wajib pajak 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hal ini berarti semakin tinggi 

sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam memenihi kewajibannya, maka 

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Soraya (2014), yang meneliti tentang pengaruh pelayanan fiskus, sanksi 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha 

Kecil Menengah (UKM) sesudah penerapan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013. 

Hasil penelitian tersebut adalah palayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi 

tingkat kualitas pelayanan fiskus dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka 

semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, 

sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang besar bagi wajib 

pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. 

Arum (2012) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan 

fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Cilacap. 
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Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak 

dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

Hermawan (2014) mengungkapkan pemahaman akan peraturan perpajakan 

oleh wajib pajak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk 

mengetahui tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikannya itu untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang mendasar terhadap peraturan perpajakan 

sangatlah penting karena pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak (Hermawan, 2014). Hasil penelitian Nirawan (2013) yang 

meneliti tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Hermawan (2014) 

menyatakan bahwa, tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin 

tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak, maka semakin tinggi 

pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. 

 

Hermawan (2014 mengungkapkan bahwa, pelayanan yang berkualitas 

terhadap wajib pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh kantor 
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pelayanan pajak untuk memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab 

membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas 

pelayanan fiskus diharapkan dapat membantu wajib pajak yang menemui kendala 

saat memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan berimplikasi pada peningkatan 

kepatuhan wajib pajak (Hermawan, 2014). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh 

Hermawan (2014) menyatakan bahwa, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi 

tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak, maka semakin tinggi pula 

tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Hasil Penelitian Soraya (2014), yang meneliti tentang pengaruh pelayanan 

fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

pelaku UKM sesudah penerapan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 dan 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah pelayanan fiskus 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi 

sanksi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang 

dilakukan oleh Arum (2012) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Cilacap. 

Hasil penelitian menunjukkan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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H2: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. 

 

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, 

memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. 

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan 

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

(Dewinta dan Syafruddin, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan 

Setiawan (2010) meneliti tentang pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dengan 

hasil kesimpulan dari penelitian yaitu kesadaran wajib pajak secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang 

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Soraya (2014), yang 

meneliti tentang pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM sesudah penerapan peraturan 

pemerintah No.46 Tahun 2013. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan 

wajib pajak. Arum (2012) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Cilacap. 

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif 
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dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat 

eksplanasi penelitian berbentuk asosiatif. Metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk peneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel pemahaman peraturan perpajakan, 

kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Tabanan.  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan 

yang beralamat di Jl Gatot Subroto Sanggulan, Tabanan. KPP Pratama Tabanan 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingkat kepatuhan wajib pajaknya dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan masih relatif rendah, hal ini berdasarkan data 

tingkat persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT yang 

dipaparkan dalam Tabel 1.2 pada latar belakang, yaitu dengan rata-rata tingkat 

kepatuhan sebesar 49,9 persen atau 50 persen dari 100 persen wajib pajak orang 
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pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2015. 

Objek penelitian adalah suatu sifat dari objek yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2013:38). 

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa objek pada penelitian ini 

adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan, khususnya 

mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan 

kesadaran wajib pajak. 

Variabel Terikat (Dependent variable) (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 33). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut 

Arum (2012) kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini 

adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak 

yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan 

atau keterlambatan penyetoran pajak serta taat dan memenuhi melaksanakan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan 

(Sapriadi, 2013). 

Variabel Bebas (Independent variable) (X), yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012: 31). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemahaman peraturan perpajakan (X1), 

Kualitas pelayanan fiskus (X2) dan Kesadaran wajib pajak (X3). Pemahaman wajib 

pajak terhadap peraturan pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan 
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perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Parasuraman et.al (1985) 

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara harapan 

yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari 

suatu penyediaan layanan. Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila 

sudah mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, tahu fungsi 

pajak, paham akan kewajiban perpajakannya, paham dengan fungsi pajak dan 

menghitung, membayar serta melaporkan pajak dengan benar dan suka rela (Maik 

Asri, 2009). 

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 

skema, dan gambar (Sugiyono, 2009:23). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan, struktur 

organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian di KPP Pratama Tabanan. Data 

kuantitatif adalah data yang terbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan 

(Sugiyono, 2009:2003). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, jumlah wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar, jumlah wajib pajak yang efektif, jumlah wajib pajak yang 

melaporkan SPT, dan hasil kuisioner yang berupa jawaban responden tentang 

variabel yang dimaksud yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan 

fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. 

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan 

tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2013:129).  Sumber data pada penelitian ini 
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adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Data ini 

berupa kuesioner yang diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden 

dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara, seperti orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013:129). Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa data jumlah wajib pajak orang pribadi dan data 

tingkat kepatuhan dari SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Tabanan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki populasi 

tersebut (Sugiyono, 2013:116). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah metode 

pengambilan responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dugunakan sebagai sampel bila orang 

yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013:116). Jumlah 

dan ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Husein, 2004:78), 

yaitu : 

 n  = ....................................................................................................... (1) 

Keterangan: 

n  =  Jumlah anggota sampel  

N =  Jumlah anggota populasi 

e  = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan           

pengambilan sampel yang masih ditolerir (e = 10%) 

Berdasarkan data dari KPP Pratama Tabanan, hingga akhir 2015 tercatat 

sebanyak 102.607 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang merupakan WPOP 
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efektif. Maka jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10 

persen adalah:  

n  =       

 

n  = 99.8 

n  = 100 (dibulatkan)
 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Tabanan. 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear 

berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan 

(X1), kualitas pelayanan fiskus (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak (Y) orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tabanan. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linear berganda 

berganda sebagai berikut (Sugiyono. 2013:277). 

Y = a + β1X1 + β2X2+ β3X3 + e……………………………………………(2) 

Keterangan: 

 Y   = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tabanan 

 a  = Konstanta 

 β1  = Koefisien regresi variabel X1  

 β2  = Koefisien regresi variabel X2 

 β3  = Koefisien regresi variabel X3 

 X1  = Pemahaman Peraturan Perpajakan 

 X2  = Kualitas Pelayanan Fiskus 

 X3  = Kesadaran Wajib Pajak 

 e    = error 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian 

yang terdiri atas jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, 

dan standar deviasi (Ghozali, 2013:19). Tabel 3. menunjukkan hasil uji statistik 

deskriptif. 

Tabel 3.  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Variabel N Min. Max. Mean. Std. Deviasi 

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) 100 12,00 46,75 33,6801 9,82947 

Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 100 5,00 20,40 13,8491 4,40057 

Kesadaran Wajib Pajak (X3) 100 6,00 25,31 16,5999 5,12376 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 100 6,00 24,59 16,0455 5,43420 

Sumber: Data Primer (Data Diolah, 2017) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) 

memiliki nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 46,75, mean sebesar 

33,8491, dan standar deviasi sebesar 9,82947. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan 

nilai Pemahaman Peraturan Perpajakan yang diteliti dengan nilai rata-ratanya sebesar 

9,82947. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) memiliki nilai minimum sebesar 

5,00, nilai maksimum sebesar 20,40, mean sebesar 13,8491, dan standar deviasi 

sebesar 4,40057. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan nilai Kualitas Pelayanan 

Fiskus yang diteliti dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,40057. 

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 6,00, 

nilai maksimum sebesar 25,31, mean sebesar 16,5999, dan standar deviasi sebesar 

5,12376. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan nilai Kesadaran Wajib Pajak yang 

diteliti dengan nilai rata-ratanya sebesar 5,12376. Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 6,00, nilai maksimum sebesar 24,59, mean 
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sebesar 16,0455, dan standar deviasi sebesar 5,43420. Hal ini menunjukkan terjadi 

perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diteliti dengan nilai 

rata-ratanya sebesar 5,43420. 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 > 

0,05. Hal ini berarti model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang menunjukkan nilai signifikansi setiap 

variabel bebas berada di atas 0,05. Hal ini berarti tidak ada satupun variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sehingga dapat disimpulkan model 

regresi penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menyajikan hasil perhitungan nilai 

Tolerance dari setiap variabel bebas yang menunjukkan tidak ada satupun variabel 

bebas yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF 

dari setiap variabel bebas juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu tidak ada satupun 

variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Hal ini berarti tidak ada 

multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. 
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Tabel 4. 

 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel 

Unstandardized 

Coeffiicients 

Standardized 

Coefficients 
t Signifikansi 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) -1,638 1,145  -1,431 0,156 

Pemahaman Peraturan 

Perpajakan 

0,209 0,043 0,378 4,854 0,000 

Kualitas Pelayanan Fiskus 0,275 0,085 0,222 3,217 0,002 

Kesadaran Wajib Pajak 0,413 0,076 0,389 5,448 0,000 

Adjusted R Square 0,719 

F hitung 85,550 

Signifikansi F 0,000 

Sumber: Data Primer (Data Diolah, 2017) 

Y= -1,638 + 0,209X1 + 0,275X2 + 0,413X3 + e 

Nilai konstanta sebesar -1,638 memiliki arti apabila nilai pemahaman 

peraturan perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2), kesadaran wajib pajak (X3) 

sama dengan nol, maka nilai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dalam 

membayar pajak cenderung menurun sebesar 1.638 satuan. Nilai koefisien β1 sebesar 

0,209 memiliki arti apabila nilai pemahaman peraturan perpajakan (X1) meningkat 

satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,209 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya sama dengan 

nol. Nilai koefisien β2 sebesar 0,275 memiliki arti apabila nilai kualitas pelayanan 

fiskus (X2) meningkat satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,275 satuan dengan asumsi variabel bebas 

lainnya sama dengan nol. Nilai koefisien β3 sebesar 0,413 memiliki arti apabila nilai 

kesadaran wajib pajak (X3) naik sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,413 satuan dengan 

asumsi variabel bebas lainnya sama dengan nol. 



I Putu Surya Astina dan Putu Ery Setiawan. Pengaruh … 

 

22 

 

Koefisien determinasi bertujuan mengukur seberapa besar kemampuan model 

dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Dalam pengujian 

hipotesis, koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted R-Square untuk 

mengetahui seberapa besar veriabel bebas, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, 

kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Berdasarkan Tabel 7, nilai Adjusted R-Square sebesar 0,719 memiliki arti 

71.90% variasi tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan 

perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3), 

sedangkan sisanya sebesar 28,10% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Uji Kelayakan Model (Uji F) bertujuan untuk mengetahui secara serempak 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Jika nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05, maka berarti variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen secara simultan dan model yang digunakan dianggap layak uji. 

Berdasarkan tabel 7 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pemahaman peraturan 

perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak mempu menjelaskan 

variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Tabanan. Dengan demikian model penelitian ini dianggap layak uji. 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai uji t untuk variabel Pemahaman 

Peraturan Perpajakan sebesar 4,854 dengan nilai signifikansi t pada uji satu sisi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa H1 diterima, yang berarti 

bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Tingkat 
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Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tabanan. Tabel 7 

menunjukkan bahwa nilai uji t untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus sebesar 

3,217 dengan nilai signifikansi t pada uji satu sisi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. 

Ini menunjukkan bahwa H2 diterima, yang berarti bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus 

berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Tabanan. Nilai uji t untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak pada Tabel 7 

sebesar 5,448 dengan nilai signifikansi t pada uji satu sisi sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa H3 diterima, yang berarti bahwa Kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 

KPP Pratama Tabanan. 

Berdasarkan Tabel 7 nilai signifikansi t pada uji satu sisi untuk variabel 

Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α = 

0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,209. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan, dengan demikian hipotesis 

pertama dalam penelitian ini diterima. Hal di atas menunjukkan bahwa variabel 

pemahaman peraturan perpajakan memiliki arti semakin tinggi tingkat pemahaman 

seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib 

pajak juga akan semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di 

KPP Pratama Tabanan. Seorang wajib pajak haruslah menguasai dan paham tentang 

peraturan perpajakan serta kewajiban yang dijalankan agar terhindar dari sanksi-

sanksi yang berlaku, dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa 
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informasi perpajakan dan peraturan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hermawan (2014), yang membuktikan bahwa variabel tingkat 

pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika 

wajib pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan pajak yang rendah maka akan 

berdampak pada gagalnya penegakan kepatuhan wajib pajak dengan baik.  

Nilai signifikansi t pada uji satu sisi untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus 

yang terdapat dalam Tabel 7 sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari nilai α = 0,05 

dan nilai koefisien regresi sebesar 0,275 yang terdapat pada Tabel 7. Hal ini 

menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan, dengan demikian 

hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Untuk variabel kualitas pelayanan 

fiskus memiliki arti bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus yang diberikan 

oleh KPP Pratama Tabanan kepada wajib pajak, maka cenderung wajib pajak akan 

memberikan nilai positif terhadap fiskus dan akan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajaknya. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, 

kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2014), Soraya (2014), dan Arum (2012) 

yang mengungkapkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka semakin 

tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas cenderung 

membuat wajib pajak merasa lebih nyaman dalam membayar pajak sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. 
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Tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi t pada uji satu sisi untuk variabel 

Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α = 0,05 dan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,413. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Tabanan, berarti hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hasil 

diatas memperlihatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki arti bahwa 

peningkatan kesadaran akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Setiap wajib pajak memiliki tingkat 

kesadaran yang berbeda-beda terhadap pajak, maka dari itu perlu adanya tingkatan-

tingkatan mulai dari paham dan tahu tentang pajak serta faktor-faktor dari luar 

maupun dari KPP itu sendiri mengenai informasi maupun layanan yang akan 

diperoleh oleh wajib pajak sehingga wajib pajak akan sadar bahwa pajak memiliki 

peran yang sangat penting bagi kebutuhan pembangunan negara. Penelitian ini 

memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian Muliari dan Setiawan (2010), Soraya 

(2014) dan Arum (2012) yang berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu dorongan 

bagi setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan SPT Tahunan 

dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman peraturan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Tabanan. Semakin tinggi tingkat pemahaman seorang wajib pajak pada 

peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. 

Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Semakin baik kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak maka akan memberikan kepuasan kepada 

wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak oang pribadi di KPP 

Pratama Tabanan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah KPP Pratama Tabanan diharapkan dapat melakukan sosialisasi          

ter-update tentang peraturan perpajakan terbaru sehingga wajib pajak dapat lebih 

memahami peraturan perpajakan terkini dan melaksanakan kewajiban perpajakan 

dengan lebih baik. Bagi Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta dapat meningkatkan kesadaran 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajaknya. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel 

lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, ataupun menggunakan variabel 
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pemoderasi dan variabel intervening untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib 

pajak, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini 

masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas. 
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